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ABSTRAK 

 

Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, Pihak yang wajib melakukan 

pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, 

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) sebagai penyempurnaan dari 

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2021 (UU Pasal 17) yang digunakan untuk menghitung PPh 

Pasal 21, atas berlakunya PP58/2023 menyebabkan adanya perubahan dalam menghitung PPh 

Pasal 21 yang saat ini harus menggunakan dua tarif yaitu, tarif PP 58/2023 digunakan untuk 

masa Januari sampai November dan tarif Pasal 17 untuk masa pajak bulan Desember atau di 

bulan terakhir karyawan bekerja.. Tujuan dari penetian ini untuk menganalisis perbedaan 

proses perhitungan PPh pasal 21 antara PP58/2023 dengan UU Pasal 17. Pengkajian ini 

bermetode deskripsi kualitatif guna membahas permasalahan mendeskripsikan, mengkalkulasi 

serta membedakan kondisi yang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian 

menunjukkan perhitungan menggunakan TER dengan Tarif Progresif akan ada perbedaan atau 

selisih, bisa nihil, bisa kurang bayar dan bisa lebih bayar. Jadi itu alasannya mengapa 

perhitungan progresif dilakukan dibulan desember, tujuannya untuk mengetahui apakah 

perhitungan TER selama bulan Januari sampai November sudah sesuai dengan perhitungan 

semestinya. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia saat ini telah memasuki fase berkembang menuju negara maju. Demi 

mendorong dan menunjang perekonomian negara, diperlukan dana untuk memenuhi kebutuhan 

negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Pajak merupakan aspek penting yang bertujuan untuk 

mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Pajak merupakan satu dari beragam 

sumber pendapatan negara terbesar yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara 

(OCBC, 2023). Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa, dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Satu diantaranya adalah Pajak Penghasilan.  

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang 

pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Merangkum dari Undang-Undang 

Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan yang 

dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama 

apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri. Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, diantaranya adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 

memotong penghasilan yang bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa dan 

kegiatan. Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa setiap 

individu yang memenuhi kriteria untuk terkena beban pajak memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak penghasilan. Seperti karyawan yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi 

negara. 

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki wewenang untuk 

melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawannya. Menurut Pangandaheng, dkk 

(2017) Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-

undang yang berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat 

menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan 

bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang 

dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil.  

Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21 

yaitu tercantum melalui “Undang-Undang Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yang telah diberlakukan 

sejak tanggal 1 Januari 2009 tersebut”. Pada 1 Januari 2024, Pemerintah secara resmi telah merilis 

regulasi terkait Tarif efektif rata-rata (TER) guna pengkalkulasian PPh Pasal 21. Aturan tersebut 

yakni Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) sebagai penyempurnaan dari 

Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2021. Atas berlakunya PP58/2023 

menyebabkan adanya perubahan pada peraturan perpajakan, perubahan tersebut dapat dilihat pada 

tarif PPh Pasal 21 yang saat ini untuk menghitung PPh Pasal 21 harus menggunakan dua tarif, yaitu 

TER (PP 58/2023) digunakan untuk masa Januari sampai November dan Tarif Progresif (UU Pasal 

17) untuk masa pajak terakhir, seperti di bulan Desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja.  
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Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PP58/2023 

Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) menyatakan 

bahwa tarif pemotongan pajak pasal 21 digunakan untuk masa Januari sampai November, TER 

diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian”. 

Tarif Efektif Bulanan, diklasifikasi sesuai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Besarnya PTKP mencakup, status perkawinan, wajib pajak, serta 

total tanggungan Wajib Pajak. Kategori tarif efektif bulanan dibagi menjadi tiga macam kategori, 

yaitu sebagai berikut: 

• Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh 

penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: (Tidak kawin dan tidak 

ada tanggungan atau TK/0; PTKP sebesar 54 juta); (Tidak kawin dengan satu tanggungan 

atau TK/1; Kawin dan tidak ada tanggungan atau K/0; PTKP sebesar 58,5 juta).   

Gambar 1. Tarif Efektif Bulanan Kategori A 

Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2023 

• Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima 

penghasilan. dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: (Tidak kawin dengan dua 

tanggungan atau TK/2; Tidak kawin dengan tiga tanggungan atau TK/3; PTKP sebesar 63 

juta) (Kawin dengan satu tanggungan atau K/1; Kawin dengan dua tanggungan atau K/2; 

PTKP sebesar 67 juta). 
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Gambar 2. Tarif Efektif Bulanan Kategori B 

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023 

• Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima 

penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: (Kawin dengan tiga tanggungan 

K/3; PTKP sebesar 72 juta). 

Gambar 3. Tarif Efektif Bulanan Kategori C 

Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2023 

Tarif Progresif UU Pasal 17 

Perhitungan PPh Pasal 21 akan dikenakan tarif pemotongan, satu diantaranya adalah Tarif 

Progresif atau UU Pasal 17 yang diterapkan selama masa pajak terakhir, seperti desember atau bulan 

terakhir kerja karyawan. Menurut “UU Pasal 17, tata cara menghitung PPh Pasal 21 yaitu 

mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak”. Tarifnya bersifat progresif, artinya 

semakin besar PKP, semakin besar pula persentase tarif pajaknya (Kurniyawati, 2019). Terdapat 

tarif pajak penghasilan menurut Pasal 17 UU PPh: 
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Tabel 1. Daftar Tarif Progresif 

Sumber : Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Melalui “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang 

tidak dikenai pajak. Jadi PTKP merupakan item pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib 

pajak Indonesia serta sebagai pegurang dari Penghasilan bruto wajib pajak ketika menentukan 

besarnya penghasilan yang dikenakan pajak”. Kemudian, sesuai dengan ketentuan “UU Pasal 17, 

penghasilan kena pajak akan dikenakan tarif pajak penghasilan progresif” (Kasturi, 2020). 

Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016, besar nya Tarif PTKP yang diberlakukan sejak 1 

Januari 2016 ialah berupa: 

Tabel 2. Daftar Tarif Progresif 

Sumber : PMK NOMOR 101 /PMK.010/2016 

 

 
METODE 

Pengkajian ini bermetode deskriptif kualitatif guna mengilustrasikan kondisi objek penelitian 

secara objektif. Peneliti membahas permasalahan mendeskripsikan, mengkalkulasi serta 

membedakan kondisi yang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.  

Objek Penelitian 

Pengkajian ini memakai PT. Bintang Sejahtera, suatu perusahaan yang beroperasi Disektor 

Properti, Sebagai Objek Penelitian. Jumlah Pegawai Yang Bekerja Di PT. BINTANG SEJAHTERA 

adalah 20 orang, yang terdiri dari dua macam, yaitu pegawai tetap juga tidak tetap. Pengkajian ini, 

difokuskan pada perhitungan Pajak Penhasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. 
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Pengumpulan Data 

Data yang digunakan terdapat dari dua sumber yatitu data primer dan sekunder. Data primer 

ialah informasi yang dihimpun pengkaji secara langsung, seperti informasi dari wawancara serta 

data yang dikumpulkan dari bisnis, seperti daftar pendapatan karyawan dan pasal 21 perhitungan 

pajak penghasilan. Data sekunder berasal dari sumber pengamatan tambahan, antara lain makalah 

jurnal, buku yang digunakan sebagai referensi, peraturan perundang-undangan PPh pasal 21, dan 

data pendukung lainnya. 

Teknik Analisis Data 

Dalam pengkajian ini teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menerapkan 

beberapa teknik, yaitu: 

1. Observasi: peneliti melakukan observasi langsung untuk mengamati dan memahami proses 

pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. 

2. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara terhadap staf bagian perpajakan, untuk 

menggali informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan pada saat melakukan perhitungan 

pajak penghasilan pasal 21. 

3. Studi Dokumentasi: Peneliti melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen yang diberikan 

oleh staf pajak terkait dengan  daftar pendapatan karyawan dan excel perhitungan pajak 

penghasilan pasal 21.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 

Guna mengkalkulasi PPh Pasal 21, perusahaan harus sepenuhnya mematuhi UU dan 

Peraturan pajak yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kerugian, baik bagi 

perusahaan maupun bagi karyawan (D. Pangandaheng, 2017). Untuk melaksanakan 

pengkalkulasian PPh Pasal 21 PT. Bintang Sejahtera, bisa memakai data pegawai berikut: 
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Menurut daftar pendapatan pegawai tetap pada tabel diatas, maka perhitungkan PPh Pasal 21 atas 

pegawai tetap memakai Tarif Efektif Rata-Rata atau PP58/2003 sebagai berikut : 

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan pada tabel diatas, Pajak penghasilan yang 

dikenakan selama bulan Januari sampai dengan November akan tetap sama nominalnya jika tidak 

ada perubahan gaji pokok dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.  

Dibawah ini perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap memakai Tarif Progresif atau UU 

Pasal 17 pada masa pajak terakhir, seperti bulan desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja: 

 

Berdasarkan dari dua perhitungan diatas terdapat selisih pada tabel dibawah ini, selisih yang 

dikenakan pada setiap karyawan akan berbeda disesuaikan dengan jumlah penghasilan bruto setiap 

karyawan. Pada perhitungan tarif progresif (UU Pasal 17) dan TER (PP58/2023) Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yang dikenakan lebih besar menggunakan tarif progresif  dikarenakan pada tarif progresif 

tarif minimal yang dikenakan sebesar 5%. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan TER (PP58/2023) dengan Tarif Progresif (UU 

Pasal 17) akan ada perbedaan atau selisih, bisa nihil, bisa kurang bayar dan bisa lebih bayar. Pajak 

Penghasilan yang dikenakan tidak bisa disamakan antara perhitungan TER (PP58/2023) dengan 

Tarif Progresif (UU Pasal 17), karena secara tarif dan perlakuan berbeda.  

Kemudian mengapa perhitungan Tarif Progresif dilakukan dibulan Desember, tujuannya 

untuk mengetahui apakah perhitungan Tarif Efektif selama bulan Januari sampai dengan November 

sudah sesuai dengan perhitungan semestinya. Jadi kesimpulannya perhitungan Tarif Progresif 

digunakan untuk mengoreksi perhitungan TER dari bulan Januari sampai November yang nanti 

outpunya bisa kurang bayar, bisa lebih bayar dan bisa nihil. 
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